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Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini,
berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negaraitu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi
kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan kekayaan
negara yang dipisahkan sebaga salah satu unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana korupsi untuk menilai
adanya kerugian negara yang timbul dalam hubungan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik
Negara ataupun Daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang
menyatakan bahwa BUMN maupun BUMD tunduk pada UU Nomor 40 tahun 2007. Sehingga hegara hanya
bertanggung jawab sebatas modal yang diberikan yang telah di konversi menjadi saham.Jadi, kekayaan
negara dalam BUMN maupun BUMD hanya sebatas saham itu sendiri. Perdebatan mengenai sejauh mana
keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara sampai sekarang masih terjadi.
Penelitian ini akan melihat sgjauh mana kerugian negara dalam dikategorikan sebagai unsur dalam tindak
pidana korupsi. Tinjauan analisis didasarkan padateori transformasi keuangan negara, dan melihat
mengenai perbedaan mengenai definsi kerugian negara dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu melakukan
analisis pada aturan hukum terkait BUMN, BUMD, keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan,
perjanjian, sertatindak pidanakorupsi, merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, maupun Peraturan
Pemerintah Jadi, data yang akan diperoleh berupa data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder).
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah : Pertama, Salah satu unsur untuk menentukan
ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah kerugian
negara yang timbul terhadap keuangan negara, serta kerugian pada BUMN maupun BUMD tidak dapat
dikategorikan secaralangsung sebagail tindak pidana korupsi. Kedua, kedudukan debitur dalam suatu
perjanjian pada dasarnya adal ah setara dengan kreditur, dimana debitur dan kreditur memiliki hak dan
kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Ketiga, dalam kasus kredit macet terhadap Bank Papua dan
PT. Vitas tidak dapat hanya bertumpu pada kerugian negara semata untuk menyatakan bahwa debitur
termasuk dalam tindak pidana korupsi, sehinggatidak dapat dikatakan bahwa adanya tindak pidana korupsi
dalam kasus ini.

...... Financial arrangements that are very broad in a number of current laws and regulations have also
resulted in the widespread tranglation of losses of the state itself. This has caused difficulties in determining
whether an act can be categorized as a criminal act of corruption. In Law No.31 of 1999 concerning
Corruption Crime, including separated state assets as one of the elements fulfilled in corruption actsto
assess the existence of state losses arising in legal relations carried out by State or Regional State-Owned
Enterprises. Thisis certainly contrary to Law Number 19 of 2003 concerning BUMN which states that
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BUMN and BUMD are subject to Law No. 40 of 2007. So that the state is only responsible as limited as the
capital provided which has been converted into shares. So, state wealth in BUMN and BUMD only limited
to the stock itself. Debates about the extent to which state finances can be categorized as state |osses have
still occurred. This study will look at the extent to which state |osses are categorized as an element of
corruption. The analysis review is based on the theory of state financial transformation, and looks at the
differences regarding the definition of state losses in several applicable laws and regulations. The study was
conducted using a normative research methodology, namely conducting an analysis of the legal rules
relating to BUMN, BUMD, state finance, separated state assets, agreements, as well as corruption, referring
to the Laws and Regulations, as well as Government Regulations in the form of secondary data (primary and
secondary legal materials). The conclusions that can be obtained from this study are: First, one element to
determine whether or not an action can be categorized as a criminal act of corruption is state losses arising
from state finances, and losses to BUMN or BUMD cannot be categorized directly as corruption. Second,
the position of the debtor in an agreement is basically equivalent to the creditor, where the debtor and
creditor have their respective rights and obligations that must be fulfilled. Third, in the case of bad loansto
Bank Papua and PT. Vitas cannot only rely on state |osses alone to state that debtors are included in
corruption, so it cannot be said that thereisa criminal act of corruption in this case.



